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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat ditarik 

dalam penelitian ini adalah bahwa kemampuan keuangan daerah yang 

diukur berdasarkan analisis rasio keuangan yakni : 

 

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, baik daerah tertinggal dan 

berkembang menunjukkan selama Tahun Anggaran 2015-2019 kinerja 

Sangat Rendah. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kinerja secara rata-

rata untuk daerah berkembang sebesar 9,6% dan daerah tertinggal 

sebesar 7,28%, Pola hubungannya Instruktif. 

 

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tertinggal rata-ratanya  

adalah 94,2% dan daerah berkembang  92,7%.  Hal ini menunjukkan 

bahwa peran pemerintah pusat dan propinsi masih sangat dominan 

dalam ketergantungan keuangan daerah. 

 

c. Rata-rata Rasio Efektivitas Daerah tertinggal 84,9%, dan daerah 

berkembang 85,8%, kategori kurang efektif. 
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d. Rata-rata efisiensi penggunaan keuangan daerah pada daerah 

tertinggal 14,6 % dan daerah berkembang 10,8%, kategori Cukup 

Efisien. 

 

e. Rasio Keserasian Daerah tertinggal rata-rata belanja langsung 

(49,04%) dan tidak langsung (50,96%), masih belum seimbang. 

Daerah berkembang rata-rata belanja langsung (42,89 %) dan rata-rata 

belanja tidak langsung (57,11%) ini juga menunjukkan belum 

seimbang. Karena  idealnya belanja langsung lebih besar dari belanja 

tidak langsung dengan kisaran antara 60% - 90%. 

 

f. Rata-rata Rasio Pertumbuhan daerah tertinggal 6,12%, dan Rata-rata 

rasio pertumbuhan pada daerah berkembang 10,53%. 

 

5. 2. Saran 

Berdasarkan penarikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil hasil 

analisis terhadap kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal dan 

daerah berkembang di Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka saran yang 

diberikan peneliti adalah sebagai berikut. 

 

a. Bagi Pemerintah  13  Kabupaten daerah tertinggal dan 9 

Kabupaten/Kota daerah berkembang. 
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1. Agar dapat  meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli 

Daerah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemerintah 

Daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan 

yang dimiliki, melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya 

yang sah.  Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk 

membayar pajak dan retribusi,  dengan penuh tanggung jawab 

sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku,  serta 

pemanfaatan aset –aset daerah yang potensial. Agar  selalu 

melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan 

berkelanjutan,  untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan 

dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah.  Seharusnya juga  

tidak selalu mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat,  agar 

kedepannya bisa tumbuh menjadi Kabupaten yang mandiri, mampu 

mengelola keuangannya dengan baik dan benar serta kesejahteraan 

masyarakat lebih meningkat. 

 

2. Agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien, maka hal 

penting yang harus diketahui oleh Pemerintah Daerah, baik itu pada 

daerah tertinggal maupun daerah berkembang, dalam perencanaan 

penggunaan keuangannya sebisa mungkin merasionalkan belanja 

sehingga belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh 

karena itu formulasi kebijakan umum Anggaran Belanja Daerah 
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diarahkan pada program prioritas, diantaranya pendidikan, 

kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang di dukung 

dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong 

pertumbuhan sektor – sektor produktif lainnya, baik itu di 13 

Kabupaten daerah tertinggal maupun 9 Kabupaten/Kota daerah 

berkembang. 

 

3. Pemerinta Kabupaten daerah tertinggal dan daerah berkembang 

yang sudah efektif,  efisien, serasi  dalam penggunaan keuangannya 

dapat terus menata, meningkatkan dan mengkaji belanja daerah 

antara sektor yang kurang produktif dan mengalihkan ke sektor 

yang produktif. Sehingga memiliki peluang meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerahnya, agar dapat  berpindah dari kelompok 

Kabupaten daerah tertinggal dan beralih ke Kabupaten daerah 

berkembang.  Dan atau dari kelompok Kabupaten/Kota daerah 

berkembang ke kelompok Kabupaten/Kota daerah Mandiri atau 

Maju. 

 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan berbagai 

macam rasio, yang bisa menggambarkan keadaan keuangan yang 

sebenarnya dan memperluas lingkup wilayah penelitian dan jangka 

waktu penelitian.  
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